AN AR Y41 TP AN ST o gk Sy
—a

i

GUBERNUR BANTEM

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR: & TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PENG GUNAAN

BIAYA PENINGKATAN PELAYANAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

NMenimbang . Dbahwa dalam rangka antisipasi meningkatnya pelayanan dan

Mengingat

mempermudah kinerja aparat dinas pemungut, dinas
penghasil dan aparat penunjang lainnya dalam pelaksanaan
pemungutan pajak dan retribusi daerah perlu  dilakukan
perubahan terhadap Peraturan Gubernur Banten Nomor 4
Tahun 2005 tentang Penggunaan Biaya Peningkatan
Pelavanan Pajak dan Relribusi Daerah dengan Peraturan
Gubernur.

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 -tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
A4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2406,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018,

2. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme. (Lembaran Negara Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2000  lentang

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4010);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);
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10.

Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 lentang
Pemerintahan Dacrah  (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 lentang,
Porimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pomerintahan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4408);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 lentang
kewenangan  Pemerintah - dan - Kewenangan - Provinsi
sebagai Dacrah Otonom  (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002
tentang  Pedoman Alokasi  Biaya Pemungutan Pajak
Daerah;

 Peraturan NMentert Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004

tentang  Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya
Pemungutan Pajak Dacrah;

“Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 13 Tahun 2002

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan, Tata Kerja
Dinas Pendapatan Provinsi Banten (Lembaran Daerah
Tahun 2002 Nomor 14 Seri D);

. Peraturan Deerah Provinsi Banten Nomor 38 Tahun 2002

tentang Biaya Peningkatan Pelayanan Alas Pelaksanaan
Pajak dan Retribusi Dacrah (Lembaran Dacrah Tahun 2002
Nomor 66 Seri L).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 0 PERATURAN - GUBERNUR BANTIN FENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PENCGUNAAN BIAYA
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK DAN  RETRIBUSI
DALERAELL

Pasal [

Mengubah ketentuan Pasal 4 yang semula berbunyi :

Permohonan permintaan pembayaran biaya peningkatan pelayanan, sebagaimana
dimaksud Pasal 3 diajukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Banten,
diubah sehingga keseleluruhan pasal berbunyi :




2. Pormohonan permintaan pembavaraan biaya  peningkatan pelavanan,
sebagaimana dimaksud pasal 2 digulan olelh Kepala Dinas Pendapatan
Dacrah Provinst Banten secara Beban Tetap (B1) dengan melampirkan
I Kuitansi dari Pengelola DPP dengan persetujuan Pengguna Anggaran

Dinas Pendapatan Dacrah Provinst Banten;
2. Daftar rekapitulasi realisasi Pajak Dacrah dan Relribusi Dacrah;
3. Keputusan gubernur Banten tentang Pembagian Biava Peninghkatan
Pelavanan.
Menambah dan menvisipkan hurut b pada pasal - yaitu
b. Bukti kelenghapan pembayaran sebagaimana disyaratkan dalam SPP-BT

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku menjadi tugas dan
tanggungjawab Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Banten.

Pasal 11

Peraturan’ ini npulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal = April 2005

GUBERNUR BANTEN,

V/ wia -y
H. D. MUNANDAR
Diundangkan di Serang ‘
pada tanggal April 2005

SERRETARIS DAERATL
ROVINSI BANTEN,

[

Drs. H. CHAFRON MNMUCIHISIN, M.Si
Pembina Utama Madya
“INIP. 010 057 348
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